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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 7-8) 
 
 
“Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan  
kebebasan yang telah direbutnya sendiri.” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
 





“Walaupun sendirian, jika perlu, aku akan menegakkan keadilan, dengan atau 
tanpa bantuan oran lain.” 
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 Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan ekonomi. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi 
sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat dan otoritas 
moneter. Definisi uang dibagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu menurut hukum 
dan menurut fungsi. Pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 
sebagaimana dimaksut dalam Pasal 26 ayat (1). Tindak pidana penggunaan 
uang palsu terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas 
Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah - olah asli dan 
tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”. Menurut 
fiqh jinayah hukuman bagi pemalsuan uang dikenakan hukuman jarimah 
tak’zir. Hukuman tak’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari 
hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. 
 







 Money is a payment transaction instrument that cannot be separated from 
economic life. The stability and economic growth of a country depends on the 
circulation of money to the public and monetary authorities. The definition of 
money is divided into 2 (two) terms, namely according to law and according 
to function. The regulation of counterfeiting and circulation of counterfeit 
money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency, as 
referred to in Article 26 (1). The criminal act of using counterfeit money is 
Article 244 of the Criminal Code which reads: "Whoever imitates or falsifies 
a currency or banknote or a bank with the intention to circulate or order to 
circulate the currency or paper currency as if it were genuine and not 
imposed, it is subject to a maximum of fifteen years imprisonment". According 
to fiqh, the penalty for forgery of money is subject to the penalty of tak'zir. 
There are many numbers of tak'zir sentences, ranging from the lightest 
punishment to the most severe punishment. 
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